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Abstrak
 

Negara Indonesia merupakan negara yang berpotensi mengalami berbagai jenis bencana, kegiatan

penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam penanggulangan bencana secara

nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki

tugas dalam penanggulangan bencana pada daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab

kepada Pemerintah Daerah. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk

melihat gambaran bagaimana tata kelola koordinasi yang dilakukan oleh BNPB dengan BPBD Kabupaten

Pandeglang Banten pada saat melakukan penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten

Pandeglang Banten dengan merujuk teori model Multi Level Governance yang memiliki dimensi

diantaranya Koordinasi dan Otoritas, Partisipasi Pihak Lain, Pembuatan Keputusan Bersama sebagai Sebuah

Pengetahuan, Penyediaan Kapasitas SDM, Melindungi Manfaat Tambahan Bulkeley & Betsill (2018).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan Teknik pengumpulan data kualitatif

melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa tata kelola koordinasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BNPB dan BPBD Kabupaten

Pandeglang telah berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa tata kelola

koordinasi telah dilakukan secara berstruktur dan sesuai dengan peraturan terkait penanggulangan bencana

yang telah ditetapkan, walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun BNPB dan BPBD

Kabupaten Pandeglang mendapatkan keputusan bersama sebagai solusi dalam meminimalisir hambatan

tersebut.

......Indonesia is a country that has the potential to experience various types of disasters, disaster

management activities in Indonesia are carried out by the National Disaster Management Agency (BNPB) as

a Non-Ministerial Government Agency in charge of disaster management nationally which is domiciled

under and directly responsible to the President. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) is a

Regional Apparatus Organization (OPD) that has the task of disaster management in the region which is

under and responsible to the Regional Government. This is what encourages this research which aims to see

an overview of how the coordination governance carried out by BNPB with BPBD Pandeglang Banten

Regency during earthquake disaster management that occurred in Pandeglang Banten Regency by referring

to the Multi Level Governance model theory which has dimensions including Coordination and Authority,

Other Party Participation, Joint Decision Making as Knowledge, Provision of Human Resources Capacity,

Protecting Additional Benefits Bulkeley & Betsill (2018). Approachment method which had been used for

this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview,

observation, and literature review. The results showed that the governance of disaster management
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coordination carried out by BNPB and BPBD Pandeglang Regency has been running well. Based on the data

analysis obtained, the coordination governance has been carried out in a structured manner and in

accordance with the regulations related to disaster management that have been established, although there

are obstacles in its implementation, but BNPB and BPBD Pandeglang Regency get a joint decision as a

solution in minimizing these obstacles.


